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PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

ABSTRAK - Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan lebih berdaya
guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta untuk lebih
memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud
perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan
Saksi dan Korban tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun
2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; PP No. 8
Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2006; PERPRES No. 29 Tahun 2014; PERPRES
No. 60 Tahun 2016; KEPPRES No. 103 Tahun 2001; PERMENPANRB No. 53
Tahun 2014; PERMENPANRB No. 12 Tahun 2015; PERSEKJEN LPSK No. 3
Tahun 2017.
- Dalam Peraturan ini diatur pedoman pelaksanaan Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan LPSK yang meliputi ruang
lingkup penyelenggaraan, rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran
kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu, evaluasi, dan
ketentuan penutup atas Peraturan ini.

CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Desember 2019.



